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LAPORAN EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : JANUARI 2019

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/II/SK/2019  tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B.Dasar Hukum.

1.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dilaksanakan
setiap bulan. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi dan Monitoring Atas Penanganan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Januari 2019

2 ' 3 4 5 | 6
Januari Nihil Nihil Nihil Nihil



Tabel 2. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Januari 2019

No | Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi dan Monitoring Evaluasi atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Januari 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan, terkait benturan
kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun
pegawai di  Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara  Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam

melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam

tugas/fungsi utama.

S. ABD. HAKIM, MHI.
NIP. 19610831.198703.1.003
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : FEBRUARI 2019

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/il/SK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dilaksanakan
setiap bulan. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi dan Monitoring Atas Penanganan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan : Februari 2019

2 3 4 | 5 6
Februari Nihil Nihil Nihil Nihil



Tabel 2. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan : Februari 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi dan Monitoring Evaluasi atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Februari 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan, terkait benturan
kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun
pegawai di  Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam

tugas/fungsi utama.

Kupang, 28 Fegbruari 2019
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : MARET 2019

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjuinya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/1I/SK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dilaksanakan
setiap bulan. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi dan Monitoring Atas Penanganan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Maret 2019

2 3 4 5 6
Maret  Nihil Nihil Nihil Nihil



Tabel 2. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Maret 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi dan Monitoring Evaluasi atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Maret 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan, terkait benturan
kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun
pegawai di  Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara  Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam

tugas/fungsi utama.

NIP. 19610831.198703.1.003
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : APRIL 2019

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/II/SK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dilaksanakan
setiap bulan. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi dan Monitoring Atas Penanganan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan April 2019

2 e 4 5 6
April Nihil Nihil Nihil Nihil



Tabel 2. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan April 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi dan Monitoring Evaluasi atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
April 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan, terkait benturan
kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun
pegawai di  Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara  Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam

tugas/fungsi utama.

NIP. 19610831.198703.1.003
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : MEI 2019

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/II/ISK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dilaksanakan
setiap bulan. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi dan Monitoring Atas Penanganan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Mei 2019

2 3 <4 5 6
Mei Nihil Nihil Nihil Nihil



Tabel 2. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Mei 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi dan Monitoring Evaluasi atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Mei 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan, terkait benturan
kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun
pegawai di  Pengadilan  Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam

tugas/fungsi utama.
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : JUNI 2019

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/II/ISK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B. Dasar Hukum.

il

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dilaksanakan
setiap bulan. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi dan Monitoring Atas Penanganan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Juni 2019

2 3 4 5 6
Juni Nihil Nihil Nihil Nihil



Tabel 2. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Juni 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi dan Monitoring Evaluasi atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Juni 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan, terkait benturan
kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun
pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara  Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam

tugas/fungsi utama.




. PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
' JL PFRINTIS KFMERDEKAAN TELP FAN(O3RD)R27611. 830190
Website wwaw pa-kupang go id. T-mail prakupang: vahoo.co 1d
Kupang  NTT 83228

LAPORAN EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : JULI 2019

A.Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/II/SK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dilaksanakan
setiap bulan. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi dan Monitoring Atas Penanganan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Juli 2019

2 3 4 5 6
Jul i Nihil Nihil Nihil Nihil



Tabel 2. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Juli 2019

1 No Tindakan Lanjut Tanggal ]
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi dan Monitoring Evaluasi atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Juli 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan, terkait benturan
kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun
pegawai di  Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara  Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam

tugas/fungsi utama.
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : AGUSTUS 2019

A.Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengaditan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/1I/SK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dilaksanakan
setiap bulan. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi dan Monitoring Atas Penanganan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Agustus 2019

; : — . - L b o -
Agustus Nihil Nihil Nihil Nihil



Tabel 2. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Agustus 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal B
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi dan Monitoring Evaluasi atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Agustus 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan, terkait benturan
kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun
pegawai di  Pengadilan  Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam

tugas/fungsi utama.

NIP. 19610831.198703.1.003
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : SEPTEMBER 2019

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/II/SK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dilaksanakan
setiap bulan. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi dan Monitoring Atas Penanganan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan September 2019

2 3 4 ~. B 6
September  Nihil Nihil Nihil Nihil



Tabel 2. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan September 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi dan Monitoring Evaluasi atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
September 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan, terkait benturan
kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun
pegawai di Pengadilan  Tinggi Agama Nusa Tenggara  Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam

tugas/fungsi utama.

Drs=ABD. HAKIM, MHLI.
NIP. 19610831.198703.1.003
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : OKTOBER 2019

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/II/SK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dilaksanakan
setiap bulan. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi dan Monitoring Atas Penanganan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Oktober 2019

g y — - -
Oktober Nihil Nihil Nihil Nihil



Tabel 2. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Oktober 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi dan Monitoring Evaluasi atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Oktober 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan, terkait benturan
kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun
pegawai di  Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam
tugas/fungsi utama.

Kupang, 31 Oktober 2019

Koordinator Pengawasan,

rs. H. ABDULLAH SH.,MH.

NIP. 19600316.198903.1 001
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : NOPEMBER 2019

A.Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dj bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung R! Nomor S9A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/I/SK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019,



B. Dasar Hukum.

1L

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dilaksanakan
setiap bulan. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi dan Monitoring Atas Penanganan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Nopember 2019

Nopember Nihil Nihil Nihil Nihil



Tabel 2. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Nopember 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi dan Monitoring Evaluasi atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Nopember 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan, terkait benturan
kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun
pegawai di  Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara  Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri  dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam
tugas/fungsi utama.

Kupang, 30 Nopember 2019

Koordinator Pengawasan,

rs. H. ABDULLAH SH.,MH.
NIP. 19600316.198903.1 001



y PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
JPERINTIS KINERDEKAAN TP FAXU(O3IRO)S27AT L. 830190
Website www pta-kupang goad. L-mail prakupang ¢ vahoo.co.id
Kupang  NTT 83228

LAPORAN EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : DESEMBER 2019

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/II/SK/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan  monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.



B. Dasar Hukum.

ik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dilaksanakan
setiap bulan. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi dan Monitoring Atas Penanganan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Desember 2019

: 3 — - .
Desember Nihil Nihil Nihil Nihil



Tabel 2. Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan Desember 2019

No Tindakan Lanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL

D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi dan Monitoring Evaluasi atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Desember 2019 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan, terkait benturan
kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun
pegawai di  Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara  Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbuil.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam
tugas/fungsi utama.

Kupang, 31 Desemper 2019

Koordinator Pengawasan,

, rs. H. ABDULLAH SH.,MH.

NIP. 19600316.198903.1 001



&%, PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
%. IL.PERINTIS KEMERDEKAAN TELP TAX(0380)827611. 830190
Website: wwiw.pta-kupang go.id. E-mail: prakupang@yahoo.co.id
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : JANUARI 2020

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government) dan
peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan serta dalam rangka penciptaan
lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Bawahnya
termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung Rl telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor S99A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Keputusan
Ketua  Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara  Timur  Nomor
W23-A/376/KP.OT.00/I1/SK/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara

Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.



B. Dasar Hukum.

1. Peratufan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan
Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/SekSK/11/2014
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi

Agama Nusa Tenggara Timur

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan
Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dilaksanakan setiap bulan.
Berdasarkan  hasil monitoring dan Evaluasi atas penanganan benturan
kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur sebagai
berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi dan Monitoring Atas Penanganan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan : Januari 2020

- Jenis Keputusan  Tindé

Terlapor  dan/atau

'tindakan yang

e o] Dilaporkan =y
Januari Nihil Nihil Nihil Nihil




D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi dan Monitoring Evaluasi atas penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk bulan
Januari 2020 tidak ditemukan adanya Benturan Kepentingan, terkait benturan
kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun
pegawai di  Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.
Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen
pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
agar terhindar dari segala macam benturan yang akan timbul.

Selanjutnya diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat Pernyataan Tidak
Memiliki  Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam
melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam
tugas/fungsi utama.

- Kupang, 31 Januari 2020

's/” Koordinator Pengawasan,

—BrsfH/ ABDULLAH SH.NIH.
“NHP.19600316.198903.1 001



y PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : FEBRUARI 2020

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government)
dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di
lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan serta dalam rangka
penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya
pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari
pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
di bawahnya Bawahnya termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa

Tenggara Timur dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman
Penénganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan
Badan Peradilan Di Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur Nomor : W23-A/376/KP.OT.00/1/SK/2020 tanggal 14
Februari 2020 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan

pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.



B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Rl Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan

Benturan Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor
59A/SekSK/11/2014 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di
Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan

Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur

 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Atas Penangan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa

Tenggara Timur sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi dan Monitoring Atas Penanganan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan : Februari 2020

~ Nama ~ Nama  Jenis Keputusan  Tindak lar
* “Pelapor Tetlaper ' dan/atai’ " “laporan

L ik g .~ tindakan yang
e S U T Dilaporkan
D e S 4 5 6
Februari Nihil Nihil Nihil Nihil




D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi dan Monitoring Evaluasi atas penanganan
Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur untuk bulan Februari 2020 tidak ditemukan adanya Benturan
Kepentingan, terkait benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang
dilakukan baik oleh pejabat maupun pegawai di Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi
terhadap komitmen pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur agar terhindar dari segala macam benturan yang akan
timbul.

Selanjutnya  diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat
Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan
diri dalam melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan dalam tugas/fungsi utama.

. Kupang, 28 Februari 2020
Ker@j«nator Pengawasan,




PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN TELP/FAX.(0380)827611, 830190
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : MARET 2020

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government)
dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di
lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam rangka
penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya
pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari
pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
di bawahnya Bawahnya termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung Rl telah menerbitkan Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung R! Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan
Badan Peradilan Di Bawahnya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur Nomor : W23-A/376/KP.OT.00/Il/SK/2020 tanggal 14
Februari 2020 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.




B. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Rl Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan

Benturan Kepentingan.

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R!I  Nomor
50A/SekSK/11/2014 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di
Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan

Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Atas Penangan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggt Agama Nusa Tenggara Timur
dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa

Tenggara Timur sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi dan Monitoring Atas Penanganan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan : Maret 2020

2 3 4 5 6
Maret Nihil Nihil Nihil Nihil



D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi dan Monitoring Evaluasi atas penanganan
Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur untuk bulan Maret 2020 tidak ditemukan adanya Benturan
Kepentingan, terkait benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang
dilakukan baik oleh pejabat maupun pegawai di Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi
terhadap komitmen pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur agar terhindar dari segala macam benturan yang akan
timbul.

Selanjutnya  diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat
Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan
dirt dalam melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan dalam tugas/fungsi utama.

Kupang, 31 Maret 2020

Koordinator Pengawasan,

“Drs.'H. ABDULLAH SH.,MH.
NIP. 19600316.198903.1 001



PENGADILAN TINGGT AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
% d JUPLERINTIS KEMERDERAAN FTELP FANOISN2To] T 830100
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LAPORAN EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : APRIL 2020

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (good government)
dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di
lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam rangka
penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya
pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari
pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
di bawahnya Bawahnya termasuk hal ini Pengadilan Tinggi Agama Nusa

Tenggara Timur dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan
Badan Peradilan Di Bawahnya, yang selanjuinya menjadi pedoman dalam
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur Nomor @ W23-A/376/KP.OT.00/11/SK/2020 tanggal 14
Februari 2020 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan monitoring dan
evaluasiserta tindaklanjut atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan

pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.



B.Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Rl Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan

Benturan Kepentingan.

2. Surat Keputusan  Sekretaris Mahkamah  Agung Rl Nomor
59A/SekSK/11/2014 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di
Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

C. Hasil Evaluasi Atas Penangan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan

Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Atas Penangan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
dilaksanakan setiap bulan. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa

Tenggara Timur sebagal berikut

Tabel 1. Hasil Evaluasi dan Monitoring Atas Penanganan Benturan
Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Bulan : April 2020

2 3 4 5 6
April Nihil Nihil Nihil Nihil



D. Rekomendasi.

Dari hasil Evaluasi dan Monitoring Evaluasi atas penanganan
Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur untuk bulan April 2020 tidak ditemukan adanya Benturan
Kepentingan, terkait benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang
dilakukan baik oleh pejabat maupun pegawal di Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi
terhadap komitmen pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur agar terhindar dari segala macam benturan yang akan
timbul.

Selanjutnya  diharapkan agar selanjutnya pejabat dan pegawai
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat membuat Surat
Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan sebagai bentuk kesiapan
diri dalam melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan dalam tugas/fungsi utama.

Kupang, 30 April 2020

Koordinator Pengawasan,

rs. H. ABDULLAH SH.,MH.
NIP. 19600316.198903.1 001



